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Lembaga Wali Nanggroe Aceh bakal membantu Majelis Rakyat Papua (MRP)
dalam gugatan uji materi UU Otonomi Khusus Papua di Mahkamah Konstitusi.
Diketahui, UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang otonomi khusus Papua yang disahkan
pemerintah digugat ke Mahkamah Konstitusi. MRP menggugat itu usai dua bulan UU
disahkan. Lembaga Wali Nanggroe Aceh sudah membicarakan itu dengan MRP saat
berkunjung ke Jayapura. Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud Al-Haytar bertemu dengan
pimpinan MRP di Hotel Horizon.

Juru Bicara Partai Aceh, Nurzahri mengatakan pertemuan ini merupakan tindak
lanjut setelah pihak MRP meminta bantuan sebagai saksi ahli di Mahkamah Konstitusi.
Awalnya pertemuan itu hanya mengundang saya, namun berkembang menjadi pertemuan
resmi antara Wali Nanggroe dengan MRP," kata Nurzahri dalam keterangannya, Senin
(4/10).Dalam pertemuan itu, kedua belah pihak bercerita tentang pengalaman dalam
menghadapi pemerintah pusat. Tertama terkait hubungan yang sudah diatur dalam
masing-masing UU kekhususan.

"Ketua MRP mengatakan bahwa pemerintah pusat tidak ikhlas memberikan
kewenangan dan kekhususan ke Papua,” jelas Nurzahri. Nurzahri menyampaikan, dari 16
kewenangan kekhususan yang diatur dalam UU Papua, hanya 4 kewenangan yang
dijalankan. Namun, dalam UU Otsus Papua yang baru, kewenangan Papua dikurangi oleh
pemerintah pusat. "Salah satunya adalah tentang dana otsus, walau jumlah ditambah
menjadi 2,5 % tetapi pengelolaan ditarik ke pusat atau tidak lagi masuk ke APBD yang
nantinya akan dikelola oleh lembaga di bawah kontrol wakil presiden,"” tutur Nurzahri.
Sedangkan Wali Nanggroe, kata Nurzahri, juga menyampaikan kekecewaan yang sama.
Revisi UU 11 tahun 2006 atau UU Pemerintah Aceh (UUPA) masuk dalam prolegnas
DPR, tetapi sampai saat ini Aceh belum melihat draft revisi tersebut.
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"Dan ini belum ada konsultasi serta pertimbangan DPR Aceh dan ada
kemungkinan revisi UUPA akan bernasib sama dengan UU Papua,” ucap dia. Pertemuan
Wali Nanggroe Aceh dan MRP sepakat akan membuat nota kesepahaman atau
Memorandum of Understanding (MoU). Nantinya akan ditandatangani di Aceh ketika
lembaga MRP berkunjung ke tanah rencong. "Isi MoU tersebut direncanakan akan berisi
beberapa poin tentang kerjasama Aceh dan Papua dalam berjuang bersama serta saling
dukung agar keinginan rakyat Aceh dan Papua dapat diberikan oleh pemerintah pusat,”
katanya. Hadir dalam pertemuan itu pimpinan Majelis Rakyat Papua di antaranya
Timotius Murib selaku ketua merangkap anggota (unsur perwakilan adat), Yoel Luiz
Mulait selaku wakil ketua I merangkap anggota (unsur perwakilan agama). Kemudian,
Debora Mote selaku wakil ketua Il merangkap anggota (unsur perwakilan perempuan)
dan 7 anggota MRP lainnya.

Sumber Berita:

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211004210716-32-703332/aceh-papua-
bakal-kerja-sama-lawan-pemerintah-pusat-soal-otsus, Senin, 4 Oktober 2021.
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1. Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan
pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan
Undang-Undang;

2. UndangUndang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dalam Pasal
183 ayat (1) undang-undang itu mengamanatkan bahwa Dana Otonomi Khusus
merupakan penerimaan Pemerintah Aceh yang ditujukan untuk membiayai
pembangunan, terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur,
pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan
pendidikan, sosial, dan kesehatan.

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 mengatur seluruh aspek penyelenggaraan
politik pemerintahan di Provinsi Papua, antara lain terkait dengan lambang daerah,
pembagian daerah, kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua, bentuk dan
susunan pemerintahan di Papua, kelembagaan dan kepegawaian di Papua, partai
politik, Peraturan Daerah, keuangan, perekonomian, pelindungan hak masyarakat
adat, hak asasi manusia, kepolisian daerah, peradilan, keagamaan, pendidikan dan
kebudayaan, kesehatan, kependudukan dan Kketenagakerjaan, pembangunan
berkelanjutan dan lingkungan hidup, sosial, pengawasan, dan kerja sama
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penyelesaian perselisinan. Undang-Undang ini merupakan penyempurnaan terhadap
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 200l tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi
Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 200l tentang
Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang.
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